
 

 
 

 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR  1  TAHUN  2013 

 

TENTANG 

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 46 huruf e,  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 

Daerah Istimewa; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 3 juncto Nomor 19 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

827); 

3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

58); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5104); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, 

dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5344); 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);  

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang  Pedoman Penyusunan 

Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD              

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DAERAH  ISTIMEWA YOGYAKARTA 

dan 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN 

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh 

DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan 

mengurus kewenangan istimewa. 

2. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki 

DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 

tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Peraturan Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan 

Daerah  DIY  yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur 

untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi  

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

4. Peraturan Daerah Istimewa DIY yang selanjutnya disebut Perdais adalah  

Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 

bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan 

Istimewa. 

5. Pembentukan Perdais adalah pembuatan Perdais yang mencakup tahapan 

perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 

6. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah 

instrumen perencanaan program pembentukan Perda dan Perdais yang 

disusun secara terencana, terpadu dan tersistem. 

7. Berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten adalah  upaya yang 

dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD untuk menyamakan 

persepsi dengan Kasultanan dan Kadipaten terkait dengan substansi yang 

akan diatur dengan Perdais.  

8. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum 

dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat 
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dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah 

tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Istimewa sebagai 

solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

9. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang selanjutnya disebut 

Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara 

turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang 

Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga 

Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut 

Sultan Hamengku Buwono. 

10. Kadipaten Pakualaman, yang selanjutnya disebut Kadipaten, adalah 

warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan 

dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, 

selanjutnya disebut Adipati Paku Alam. 

11. Penyebarluasan adalah pendistribusian prolegda, naskah rancangan 

Perdais dan Perdais yang bertujuan untuk memberikan informasi 

dan/atau memperoleh masukan masyarakat.  

12. Pengundangan adalah penempatan Perdais dalam Lembaran Daerah DIY. 

13. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang 

digunakan untuk mengundangkan Perdais. 

14. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah 

daerah provinsi  yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

15. Pemerintah Daerah DIY, yang selajutnya disebut Pemerintah Daerah 

adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY 

dan perangkat daerah. 

16. Gubernur  DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY 

yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. 

17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, yang selanjutnya disingkat DPRD, 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah DIY. 

18. Sekretaris Daerah adalah  pimpinan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf 

yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah 

DIY; 

19. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD sebagai unsur staf 

yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah 

DIY ; 

20. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat 

kelengkapan DPRD DIY.  

21. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Bamus adalah alat 

kelengkapan DPRD DIY.  

22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY. 
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23. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY. 

 

Pasal 2 

(1) Maksud dibentuknya Perda ini sebagai pedoman dalam pembentukan 

Perdais. 

(2) Tujuan dibentuknya Perda  ini  agar: 

a. terciptanya pemahaman yang sama dalam membentuk Perdais; dan 

b. tersusunnya arah kebijakan dalam membentuk Perdais. 

 

Pasal 3 

Asas pembentukan Perdais meliputi: 

a. kejelasan  tujuan; 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan. 

 

Pasal 4 

Materi muatan Perdais selain mencerminkan asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan, juga harus mencerminkan asas pengaturan 

Keistimewaan DIY yang meliputi: 

a. pengakuan atas hak asal-usul; 

b. kerakyatan; 

c. demokrasi; 

d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an; 

e. efektivitas pemerintahan; 

f. kepentingan nasional; dan 

g. pendayagunaan kearifan lokal. 

 

Pasal 5 

Perdais tidak boleh bertentangan dengan : 

a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

b. perda/perdais lainnya; 

c. kepentingan umum; 

d. norma kesusilaan; dan 

e. nilai dan budaya masyarakat DIY. 

 

 

 

 

 

 

 


